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Memberantas kejahatan korupsi harus diterapkan sanksi yang tegas agar 

memberikan efek jera bagi koruptor, sekaligus diharapkan dapat meredam siapapun 

untuk tidak melakukan korupsi. Salah satu terobosan terbaru dengan menerapkan 

sanksi pidana tambahan pencabutan hak tertentu. Permasalahan dalam skripsi ini 

adalah bagaimana pengaturan hukum terhadap pencabutan hak-hak politik terhadap 

pelaku tindak pidana korupsi, bagaimana mekanisme pelaksanaan pencabutan hak-

hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Mahkamah 

Agung RI Nomor 1195 K/Pid.Sus/2014, analisis pencabutan hak-hak politik terhadap 

pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 

1195 K/Pid.Sus/2014. 

Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dan bersifat deskriptif analisis. 

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer 

yaitu data yang diperoleh dengan menganalisa putusan Mahkamah Agung RI Nomor 

1195 K/Pid.Sus/2014. Alat pengumpul data adalah penelitian kepustakaan. 

Pengaturan hukum terhadap pencabutan hak-hak politik terhadap pelaku tindak 

pidana korupsi pada dasarnya merupakan tambahan atas hukuman yang sudah 

ada. Dengan keputusan itu, terpidana kehilangan hak memilih dan dipilih selain 

menduduki jabatan publik. Penjelasan yang kita dengar mengenai dasar mengapa 

vonis tambahan tersebut dijatuhkan, karena hakim memandang terpidana telah 

menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai pejabat publik. Ini menimbulkan 

kesengsaraan luas dalam masyarakat. Dasar hukum pencabutan hak politik tersebut 

terdapat pada Pasal 10 KUHP. Demikian pula Pasal 18 UU Tipikor Ayat (1) 

mengenai pidana tambahan, bisa berupa pencabutan seluruh atau sebagian hak 

tertentu. Mekanisme pelaksanaan pencabutan hak-hak politik terhadap pelaku tindak 

pidana korupsi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1195 

K/Pid.Sus/2014 adalah Luthfi Hasan Isaq terbukti melakukan tindak pidana korupsi 

dan pencucian uang. Vonis yang dijatuhkan oleh hakim sangat berat karena anas 

tidak hanya mendapatkan pidana penjara dan denda, namun hakim memberatkan 

pidanannya dengan menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik 

dengan dalih pertimbangan bahwa Luthfi Hasan Isaq adalah pejabat publik tidak 

semestinya melakukan perbuatan korupsi yang merugikan keuangan negara. 

Pencabutan hak-hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan 



Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1195 K/Pid.Sus/2014 adalah perbuatan 

pidana yang dilakukan Luthfi Hasan Isaq selaku anggota DPR RI telah meruntuhkan 

kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Perwakilan Rakyat.  

Berdasarkan hasil penelitian disarankan agar Hakim Tipikor menjatuhkan pidana 

tambahan berupa pencabutan hak tertentu dalam setiap putusannya terhadap 

pelaku tindak pidana korupsi, mengingat korupsi adalah salah satu kejahatan yang 

luar biasa. 
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